KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di

sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, telah
dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur
di Sidoarjo dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun

2006;

bahwa berhubung penanggulangan semburan lumpur di
Sidoarjo belum selesai seluruhnya dan sambil mengkaji
bentuk kelembagaan yang lebih tepat menangani
penanggulangan lumpur tersebut secara komprehensif dan
terpadu, dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

dengan Keputusan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



-2-
Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 pada tanggal

21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2005);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3003);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang
Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA

TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN
LUMPUR DI SIDOARJO.

Pasal 1

Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di
Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13
Tahun 2006 diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan,
terhitung mulai tanggal 8 Maret 2007 sampai dengan tanggal 8
April 2007.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
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DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



